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ALUR BAHASAN

1. Apresiasi
2. UU Cipta Kerja, Masih

Berlaku?
3. Sikap Pemerintah
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91/PUU-XVIII/2020 Hakiimi Irawan Bangkid dkk Formil
2 87/PUU-XVIII/2020 DPP Federasi Serikat Pekerja Materiil
Singaperbangsa
3 101/PUU-XVIII/2020 KSPI Materiil
4 103/PUU-XVIII/2020 KSBSI Materiil & Formil
5 105/PUU-XVIII/2020 PP FSP TSK - SPSI Materiil & Formil
6  107/PUU-XVII/2020 Serikat Petani Indonesia Formil
7 108/PUU-XVIII/2020 Ignatius Supriyadi dkk Materiil
8  3/PUU-XIX/2021 PP FSP RTMM-SPSI Materiil
9  4/PUU-XIX/2021 FSP KEP SPSI Materiil & Formil
10  5/PUU-XIX/2021 Putu Bagus dkk Materiil
11 6/PUU-XIX/2021 Riden Hatam dkk Formil

12  55/PUU-XIX/2021 Farwiza dkk Materiil
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MAHKAMAH KONSTITUSI

Meskipun putusan yang
diberikan memunculkan polemik,
setidaknya memberikan jalan
untuk masyarakat tetap
berjuang.
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4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku

sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang

waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat
strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan
peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);
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DITANGGUHKAN
SELURUHNYA

... menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat
strategis dan berdampak luas ...

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur
kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. ketenagakerjaan;

c. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi
dan UMK-M;

kemudahan berusaha;
dukungan riset dan inovasi;
pengadaan tanah;

kawasan ekonomi;

= I

investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek
strategis nasional;
1.  pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan

J.  pengenaan sanksi.

UU Cipta Kerja
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NATURE UNDANG-UNDANG

PASAL 1 angka 2, UU 15/2019

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
dalam Peraturan Perundang-undangan.



CONSTITUTIONAL REVIEW

Judicial review is required to
bridge powerful demands that
risk the rights of marginalized
persons or groups.

Christopher Wolfe, The Rise of Modern Judicial
Review: From Constitutional Interpretation to Judge-
Made Law.

Menjembatani
kehendak
mayoritas
terhadap hak-

hak kelompok
atau individu
tertentu.
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STATEMENT ISTANA

Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksana

UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap
berlaku.

Seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta
Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa
ada satu pasal pun yang dibatalkan atau
dinyatakan tidak berlaku oleh MK.

Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan
investor dari dalam dan luar negeri bahwa
investasi yang telah dilakukan, sedang, dan akan
berproses, tetap aman dan terjamin. Pemerintah
menjamin keamanan dan kepastian investasi
di Indonesia.
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KEMBALINYA KEWENANGAN
PTUN

Pasal 53 UU AP

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan  tidak menetapkan  dan/atau

Pasal 53 UU CIPTA‘;‘: :

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem
elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem
elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik
menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai
Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan yang berwenang.

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara

hukum. (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau  Tindakan,
permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk memperoleh putusan

penerimaan permohonan EEEECEREEEEISIENEE (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan

Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap
dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

pada ayat (3).
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